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ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang kuat
dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal
dan bertanggungjawab serta memberikan perimbangan arus informasi dari
masyarakat dan kepada masyarakat.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Huruf ¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan
Pemilihan Umum kepada masyarakat.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Huruf c Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang- Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, yang menyatakan KPU
Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota wajib menyampaikan semua informasi
penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota kepada masyarakat.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola
Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis aktivitas pengelolaan kehumasan di Instansi Pemerintahan
berpedoman pada Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan
Instansi Pemerintah.

bahwa untuk melaksanakan Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5 Kpt/06/KPU/VIII/2021 yang
menyatakan “Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang
ditetapkan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, harus menyesuaikan dengan
Keputusan ini.”.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009 (LN RI Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan LN RI Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-



Undang (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN Rl Nomor 5656),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (LN RI Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan LN RINomor6547); UUNomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN Rl Nomor 6109);
PermenpanRB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola
Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah; Permenkominfo Nomor 35 Tahun
2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BN Rl Tahun 2014 Nomor
1404); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2015 Nomor
456); Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (BN Rl Tahun 2015 Nomor
436); Peraturan KPU Rl Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI
Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Sosialisasi, Pendidikan  Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN Rl Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan
KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota (BN Rl Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan, Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Rl Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN Rl Tahun 2021 Nomor 786);
Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tat Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN Rl Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan KPU
Rl Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota (BN Rl Tahun 2021 Nomor 784); Keputusan KPU Rl Nomor
542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor: 13/HM.03.5/7101/2022 diatur tentang:

1. Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri dari Pembina, Ketua,
Ketua Pelaksana dan Pelaksana;

2. Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu:

1) melakukan koodinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Pemiihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Pemlihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta
sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;



Catatan: -

2) melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten dan jajaran Instansi/Lembaga di bawahnya, serta
pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;

3) merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

4) menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan
terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka,
cepat, dan akurat kepada publik;

5) melakukan evauasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan
kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan

6) menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan kepada Komisi Pemiihan
Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan
Umum.

Bentuk Kegiatan, Strategi, Kode Etik dan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode

Etik tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan

Umum berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, dan dapat

bersumber dari kerjasama dan/atau hibah serta dalam rangka melaksanakan

kegiatan, Bakohumas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dapat
memanfaatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana kehumasan yang
ada di satuan kerja.

Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ini mulai berlaku pada
tanggal 17 Januari 2022;

Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow Nomor: 39/HM.03.5-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 tentang
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 40/HM.03.5/7101/2021 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow Nomor: 39/HM.03.5-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 tentang
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow;
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